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Berita Utama

Indonesia Jadi Tuan Rumah Hari Pers
Internasional 2017

Delegasi dari Dewan Pers saat menghadiri peringatan Hari
Kemerdekaan Pers Internasional di Latvia, 1-4 Mei 2015.

emua anggota delegasi

menyepakati perlunya

mendorong organisasi
internasional, pemerintah,
media dan berbagai aktor lain
untuk bisa bekerja sama menjaga
keselamatan jurnalis dan meminta
pertanggungjawaban mereka yang
menyerang jurnalis.

Demikian salah satu butir
rekomendasi yang dibacakan
Direktur Pengembangan Media dan
Kebebasan Berekspresi UNESCO,
Guy Berger, pada penutupan
rangkaian peringatan Hari
Kemerdekaan Pers Internasional
2015 yang berlangsung di ibukota
Latvia, Riga, pada 1-4 Mei 2015 lalu.

Peringatan Hari Kemerdekaan
Pers Internasional 2015 yang
dihadiri 500 perwakilan pers dari
81 negara ini diisi dengan berbagai
kegiatan antara lain konferensi,
malam penghargaan dan lain-lain.
Adapun tema konferensi adalah “Let
Journalism Thrive! Towards Better
Reporting, Gender Equity, and Media
Safety in the Digital Age”. Pembukaan
dihadiri Direktur Jenderal UNESCO
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Irina Bokova dan Presiden Latvia
Andris Berzins.

Dewan Pers hadir mewakili
delegasi Delegasi
Indonesia adalah Dr. Ninok Leksono,
Yosep Adi Prasetyo, I Made Karuna
Ray Wijaya, Imam Wahyudi,
Chelsia Christiana, dan juga anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Bekti
Nugroho.

Indonesia.

Kekerasan

Sejumlah negara mengakui
bahwa kebebasan pers masih
menjadi isu utama yang harus
terus diperjuangkan oleh sebagian
besar negara. Data UNESCO
menyatakan ada ratusan wartawan
diserang, luka, tertembak atau
mati saat bertugas. Penyerangan
terhadap wartawan sepanjang
2014 tercatat paling banyak
terjadi di Suriah. Untuk itu pihak
UNESCO memberikan Penghargaan
Kebebasan Pers Dunia Guillermo
Cano kepada pengacara dan pegiat
kebebasan pers asal Suriah, Mazen
Darwish, yang sejak Februari 2012
hingga kini ditahan di penjara.

Penghargaan disampaikan langsung
oleh Presiden Latvia sebagai tuan
rumah kepada istri Mazen, Yara
Bader.

Peserta konferensi juga
menyoroti maraknya media sosial
sebagai bagian dari kebebasan
berekspresi. Namun sejumlah
narasumber juga mengingatkan
agar para jurnalis tak sembarang
menggunakan media sosial
ataupun sumber di media sosial
sebagai berita tanpa pernah
mengeceknya. Kebebasan pers
dan kebebasan berekspresi harus
bisa menghadirkan jurnalisme
yang berkualitas. Para wartawan
diimbau untuk terus meningkatkan
kualitas dan pengetahuan yang
mereka miliki. Hal ini diutarakan
oleh Eva Flomo dari Liberia
yang menceritakan bagaimana
para wartawan dituntut untuk
mampu meliput kasus ebola yang
mengganas di semenanjung Afrika
tanpa membahayakan diri mereka
sendiri.

Pada saat penutupan,
UNESCO mengumumkan bahwa
peringatan Hari Kemerdekaan Pers
Internasional 2016 akan digelar di
Helsinki, Finlandia, dan selanjutnya
untuk 2017 akan dilaksanakan di
Indonesia.

Tentu saja ada setumpuk
pekerjaan rumah bagi pemerintah
Indonesia. Antara lain untuk
menuntaskan
pembunuhan terhadap wartawan
yang hingga kini belum terungkap.
(Stanley)

kasus-kasus
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Sambutan

Memperingati Hari Pers Internasional
(Hari Kebebasan Pers)

ari pers internasional
adalah pernyataan
mengenai kemerdekaan

atau kebebasan pers. Dalam
beberapa pernyataan, saya
mengatakan: kemerdekaan atau
kebebasan pers bukan sekedar
hak, baik dalam makna human
rights, fundamental rights, legal
rights atau constitutional rights.
Kemerdekaan atau kebebasan pers
selain sebagai hak sekaligus sebagai
kebutuhan. Kebutuhan peradaban.
Walaupun seperti dikatakan
Rousseau, peradaban atau civilazion
itu dapat juga merusak atau
membelenggu. Celakanya kita tidak
mungkin keluar dari peradaban
ciptaan kita itu. Karena itu, agar
peradaban itu memberi sebesar-
besarnya kemaslahatan, Rousseau
mengatakan harus dilakukan to
civilize civilization. Demikian pula
kemerdekaan atau kebebasan pers,
sebagai hasil atau sebuah peradaban
dapat menjadi belenggu atau
merusak baik untuk kehidupan pers
sendiri maupun untuk kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Dalam rangka menjaga
kemerdekaan pers, setiap tahun ada
lembaga yang menilai peringkat
kemerdekaan pers suatu negara.
Beberapa kalangan di tanah air
yang begitu cinta kemerdekaan
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Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

pers, sangat senang menggunakan
penilaian itu sebagai cara menyebut,
Indonesia secara hakiki belum
memiliki kemerdekaan pers, karena
tingkat kemerdekaan pers kita
berada di bawah beberapa negara
Asean tertentu apalagi negara-
negara yang lebih berpengalaman
berdemokrasi. Kadang-kadang hati
saya membisikkan: apakah sikap
yang menggunakan hasil survei
peringkat kemerdekaan pers kita
di bawah Myanmar atau Kamboja,
tidak sekedar ingin memaksakan
premis tanpa melihat kenyataan
yang ada secara menyeluruh.
Bahkan hati kecil saya mengatakan,
sikap yang selalu bangga dengan
hasil semacam itu pada dasarnya
merupakan manifestasi inferior
complex yang melihat semua yang
dariluaratauyangberkaitandengan
dunia luar selalu lebih hebat dan
sekali lagi sebagai internasionalisasi
diri dengan mengabaikan nilai-
nilai, kenyataan dan kebutuhan
publiknya sendiri.

Kemerdekaan pers sangat
penting, baik sebagai hak atau
kebutuhan. Tetapi kalau tidak
dilaksanakan dengan disiplin,
tanggung jawab dan kesadaran
bahwa pers harus selalu merupakan
cermin hati nurani publik,
kemerdekaan atau kebebasan

pers tidak akan menjadi suatu
kemaslahatan, tetapi dapat menjadi
faktor yang akan merusak, baik
pers itu sendiri maupun publik pada
umumnya. Pers harus merdeka atau
bebas, tetapisetiapsegikemerdekaan
atau kebebasan pers harus dapat
menjadi cermin peradaban yang
berdisiplin, bertanggung jawab,
dan memberikan sebesar-besarnya
kemaslahatan bagi seluas-luasnya
kepentingan publik. Pers sebagai
hati nurani rakyat.

Semua pelaku pers sudah
semestinya sangat menghayati
kenyataan yang harus ada agar
pers merdeka dapat hidup dan
berkembang secara wajar dan layak
- antara lain.

Pertama; kehadiran demokrasi.
Semua pelaku pers tahu, tanpa
demokrasi, pers bebas tidak
mungkin hidup dan berkembang
secara wajar dan layak. Tetapi bukan
sekedar karena tidak perlu SIUPP,
tidak ada sensor, tidak ada breidel.
Meniadakan SIUPP, meniadakan
sensor atau breidel penting sebagai
kebutuhan internal pers maupun
masyarakat di luar pers. Namun
kebebasan semacam itu perlu
ditopang oleh peri kehidupan
masyarakat yang demokratis pula.
Dengan suasana itu, akan ada
hubungan yang saling menunjang
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Sambutan

antara pers demokratis dengan
masyarakat demokratis. Perlu
pula dicatat, tidaklah cukup kalau
demokrasi dalam makna government
by the people, hanya karena ada
pemilihan umum yang teratur
untuk mengisi lembaga-lembaga
yang mewakilirakyatataudidukung
rakyat. Sebagai suatu sistem atau
bentuk kekuasaan, demokrasi tidak
semestinya dipandang sebagai
hal-hal prosedural belaka, tetapi
substantif. Demokrasi dalam makna
substantif dapat terwujud apabila
rakyat banyak tidak sekedar bebas
tetapi memiliki kecakapan dan
tanggung jawab agar para wakil
atau pejabat yang didukung rakyat
banyak, terdiri dari orang-orang
yang memiliki kecakapan dan sikap
etik yang baik, mengetahui secara
mendalam tugas utama yang mesti
dihasilkan dan menjauhi segala
perbuatan tercela baik dalam
arti etik maupun hukum, serta
bertanggung jawab kepada publik.
Rakyat harus didewasakan agar
menjauhi orang-orang yang hanya
melihat demokrasi sebagai peluang
untuk memperoleh dan memiliki
kekuasaan serta sebagai peluang
memperoleh fasilitas dan privilege
dari kekuasaan.

Sesuai dengan cita-cita
kemerdekaan, kita perlu pula
menyadari, sisi lain dari demokrasi
yang oleh para Founding Fathers
kita disebut demokrasi sosial atau
kolektivisme. Demokrasi untuk
kesejahteraan rakyat, demokrasi
sebagai alat memakmurkan
rakyat. Demokrasi sebagai sarana
mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat jelata kita. Pers
sangat perlu menghayati ini agar
pers senantiasa berada di jantung
hati rakyat, selalau berada dalam
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suasana rakyat. Demokrasi sosial
tidak hanya menjamin kebebasan,
tetapi juga kesetaraan dan
keadilan. Semata-mata kebebasan
dapat menjadi pembenaran
ketidaksetaraan (unequality).
Kebebasan akan menjadi manfaat
bagi sebanyak-banyaknya orang
apabila disertai kesetaraan dan
keadilan (liberty, equality, justice).
Kedua; kehadiran hak asasi
dalam peri kehidupan nyata
(bukan sekedar jaminan normatif),
baik sebagai civil and political
rights, sebagai economic, social and
cultural rights, maupun sebagai
collective rights, community rights,
atau subsistence rights. Dengan
demikian, dari sudut kepentingan
rakyat banyak, hak asasi manusia
bukan sekedar civil and political
rights. Tidak kalah penting hak
asasi dalam dimensi kesejahteraan
yang mencakup economic, social
and cultural rights atau yang secara
keseluruhan disebut subsistence
rights atau sociaalmensen-rechten.
Demikian pula community rights
atau collective rights. Pengakuan
dan jaminan atas community atau
collective rights akan menjadi rumah
yang nyaman dan tenteram untuk
masyarakat kita yang pluralistik,
yang beraneka ragam. Menjadi
tempat bernaung bagi mereka
yang kebetulan berjumlah lebih
sedikit dibandingkan dengan yang
lain. Collective rights bukan saja
bermakna perlindungan terhadap
mereka yang berjumlah sedikit
dan berbeda dari yang banyak.
Tetapi community rights juga harus
diberi makna yang kecil merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
yang besar. Itulah makna sosial
dari ungkapan: nusantara adalah
zamrud khatulistiwa. Demikian

pula sebaliknya. Tidak boleh terjadi
yang besar teralinasi oleh yang
kecil, baik dalam makna politik,
ekonomi, sosial maupun budaya.
Hampir selalu terjadi dimasyarakat
manapun, kelompok yang lebih
kecil senantiasa menunjukkan
keunggulan, kerja keras dan
ingin maju dibandingkan dengan
kelompok besar. Hanya dengan
keunggulan itu mereka akan
berhasil dengan baik. Namun
ada satu segi yang acapkali
merugikan hubungan sosial mereka
dengan jumlah yang banyak.
Ada kalanya, demi keberhasilan,
mereka membenarkan segala
cara, tidak ada kesetiaan ideologis
atau prinsip tertentu, dan justeru
menonjolkan eksklusivisme.
Sebaliknya mereka yang berada
dalam kelompok yang banyak, baik
karena warisan sejarah, seperti
penindasan yang berkepanjangan,
peluang yang sangat dibatasi,
penyakit kompleks mayoritas yang
merasa memiliki warisan privilege
tertentu. Mereka tidak memiliki
keuletan dan kemauan untuk
kerja keras. Menghadapi hal ini,
kita harus berpendirian, semua
kecenderungan-kecenderungan
yang akan memperlebar perbedaan
harus diubah, harus dieliminasi.
Disini penting suatu rumusan
public policy yang menyeluruh
dan mendasar, tidak dibiarkan
pada proses alamiah. Lebih-lebih
lagi kalau proses alamiah itu
sekedar untuk berlindung untuk
suatu sistem yang korup dan
menyuburkan penyalahgunaan
kekuasaan.

Seperti halnya demokrasi, hak
asasi, selain menjamin individual
rights, juga menuntut social rights
yang menjamin kesejahteraan
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bagi sebanyak-banyaknya rakyat.
Dalam ungkapan Jeremy Benthan
disebutkan: “the greaterst happiness
for the greatest number”.

Ketiga; paham negara hukum.
Paham ini multi dimensi dan tidak
ada pengertian tunggal. Setiap ahli,
bukan hanya dapat, tetapi biasa
memuat rumusan dengan substansi
yang berbeda-beda. Di masyarakat
kita - termasuk pers - dimensi yang
paling banyak dibicarakan adalah
hubungan negara hukum dengan
penegakan hukum. Penegakan
hukum yang paling disorot, karena
dianggap tidak well performed
adalah penegak hukum (kepolisian,
kejaksaan, hakim), dan tindak
pidana korupsi. Sebaliknya KPK
dan MK dipandang oleh publik
(melalui pers) sebagai the most highly
performed. Pertanyaannya: “Apakah
lembaga-lembaga penegak hukum
yang tidak bagus itu akan menjadi
baik dengan cara yang kita lakukan
sekaran ini. Sekedar menemukan
ketidakberesan mereka?”

Begitu pula mengenai korupsi.
Suatu survey yang dilakukan
sebuah surat kabar - antara lain -
berkesimpulan, korupsi merupakan
faktor yang paling merusak segala
segi kehidupan kita. Lembaga-
lembaga pengkajian luar negeri
juga berpendapat yang sama.
Pertanyaannya: “Apakah korupsi
merupakan gejala tunggal yaitu
semata-mata sebagai suatu gejala
hukum yang tidak sehat?” Dalam
beberapa kesempatan, berdasarkan
bacaan sederhana dan pengamatan,
saya pernah mengutarakan, korupsi
bukan gejala tunggal yang bersifat
hukum belaka. Pemberantasan
korupsi yang semata-mata
“menegakkan hukum” sulit sekali
mencapai ujung penghapusan
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korupsi. Begitu pula, mungkin
misleading kalau pemberantasan
dan keberhasilan memberantas
korupsi akan menjamin kehadiran
pemerintahan yang bersih. Apalagi
kalau pengertian pemerintahan
yang bersih tidak sekedar dalam
makna clean government melainkan
clean governance.

Korupsi merupakan salah satu
buah dari tatanan politik, tatanan
pemerintahan, tatatan sosial,
tatanan ekonomi, tatanan budaya
yang korup, atau setidak-tidaknya
berbagai tatanan yang penuh
anomali. Dengan demikian, upaya
menegakkan hukum memberantas
korupsi, semestinya dilakukan
bersamaan dengan meniadakan
berbagai anomali tatanan yang
disebutkan di atas. Bahkan -
dalam pandangan yang lebih
jauh - penataan-penataan untuk
meniadakan berbagai anomali
merupakan prasyarat dan sekaligus
sebagai conditio sine quanon menuju
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Sambutan

good governance termasuk bersih
dari perbuatan hukum korupsi.

Dimensi lain dari negara hukum
yang kurang menjadi perhatian
kita adalah keterkaitannya dengan
paham negara kesejahteraan.
Paham negara hukum kesejahteraan
berhimpitan dengan aspek sosial
dari demokrasi dan hak asasi sosial.
Ditinjau dari dimensi kesejahteraan,
demokrasi, hak asasi, dan negara
hukum merupakan satu segi tiga
yang tidak dapat dipisahkan satu
sama lain.

Saya berharap, ketika Kkita
berkumpul memperingati hari
pers sedunia ini, tidak sekedar
upaya mengeratkan prinsip-
pinsip pers bebas itu sendiri,
tetapi juga membicarakan prinsip-
prinsip membebaskan rakyat dari
belenggu kebodohan, kemiskinan,
dan keterbelakangan untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia
yang sejahtera dan adil*

Demokrasi dalam makna substantif dapat
terwujud apabila rakyat banyak tidak
sekedar bebas tetapi memiliki kecakapan
dan tanggung jawab agar para wakil atau
pejabat yang didukung rakyat banyak,
terdiri dari orang-orang yang memiliki
kecakapan dan sikap etik yang baik,
mengetahui secara mendalam tugas utama
yang mesti dihasilkan dan menjauhi segala
perbuatan tercela baik dalam arti etik
maupun hukum, serta bertanggungjawab

kepada publik.
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Kegiatan

Dewan Pers Apresiasi Jurnalis Asing
Diizinkan Liput Papua

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kiri), saat berbincang dengan Thomas
Charles Tendeis, wartawan Perancis yang dihukum karena tuduhan penyalahgunaan visa saat
datang ke Papua pada pertengahan 2014. Foto diambil dari tabloidjubi.com.

nggota Dewan Pers, Yosep
AAdi Prasetyo, mengapresiasi

kebijakan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) yang membuka akses
bagi jurnalis asing untuk melakukan
kegiatan jurnalistik di Papua. Namun,
belum ada gambaran selanjutnya untuk
menindaklanjuti kebijakan tersebut.

“Yang lebih penting dari
mempersilakan atau pernyataan
Presiden adalah membubarkan clearing
house,” ujar Yosep yang biasa dipanggil
Stanley ini saat berada di Kota Padang,
Sumatera Barat, Selasa (12/5/2015).

Sebab, kata Stanley, saat ini jurnalis
asing yang meliput di Papua harus
melalui lembaga clearing house yang
berasal dari 12 kementerian dan
lembaga negara. Clearing house ini
harus dibubarkan Menteri Luar Negeri,
karena kementerian tersebut yang
membentuknya.

“Ya Menteri Luar Negeri harus
membubarkan itu. Pencabutan itu bisa
juga diperintahkah Jokowi,” ujarnya.

Sebelumnya, setelah melakukan
panen raya di Wapeko, Merauke,
Minggu (10/5/2015), Presiden Jokowi
mengumumkan wartawan asing bebas
masuk ke Papua seperti halnya ke
daerah lain di Indonesia.

Namun Menteri Koordinator bidang
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Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo
Edhy Purdijatnomengatakan, wartawan
asing yang hendak meliput di Papua
wajib mematuhi beberapa persyaratan.
Mereka tidak boleh memberitakan
fitnah, hal-hal yang tidak nyata dan
menjelekkan Indonesia. Mereka boleh
meliput tentang apa saja yang dilihat,
tapi tidak boleh mencari data-data dan
pendapat dari kelompok bersenjata
lain. Menko Tedjo juga mengatakan
wartawan asing itu harus minta izin
terlebih dulu dan pihaknya tetap akan
melakukan ‘screening’ (seleksi).

Jangan ditakut-takuti

Menurut Stanley, Presiden Jokowi
harus memerintahkan Polri untuk
mendukung kebijakannya tersebut.
Sehingga, jurnalis yang datang ke Papua
tak boleh lagi diikuti, diintai, dan dimata-
matai. Sebaliknya, kepolisian harus
menjaga keamanan mereka saat meliput
di sana. “Ayo kamu mau ke mana, saya
antar. Jangan malah menakut-nakuti
mereka yang datang,” katanya.

Stanley mengaku, pernyataan
Menko Tedjo yang menyebutkan ada
sejumlah persyaratan bagi jurnalis
asing meliput di Papua itu multitafsir.
Salah satunya tidak boleh menjelek-
jelekkan Indonesia.

“Nah jika fakta di sana itu jelek,
seperti orang miskin, tertinggal, tak
pernah tersentuh oleh pembangunan.
Meliput apa adanya begitu apakah itu
menjelek-jelekkan Indonesia?” ujarnya.

Reaksi Beragam

Kebijakan Presiden Jokowi
membuka akses wartawan asing masuk
Papua menuai reaksi beragam dari DPR.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan,
peraturan baru ini bertujuan positif,
sebab membuka informasi kepada
masyarakat dunia bagaimana kondisi di
Papua.

“Tetapi, perlu menjadi perhatian,
jangan sampai kebebasan operasi
wartawan asing di Papua membuka
peluang mereka untuk melaksanakan
operasi intelijen sebagaimana yang
sering ditemukan aparat pemerintah
selama ini,” ujar Setya Novanto di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin
(18/5/2015).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI,
Taufik Kurniawan, justru mengkritisi
kebijakan Presiden ini. Pasalnya, banyak
media asing yang memiliki agenda
khusus dalam berbagai isu sensitif
terkait Papua. Salah satu agenda khusus
tersebut adalah untuk menunjukkan
pada dunia bahwa Pemerintah
Indonesia tidak serius dalam mengelola
Papua.

“Papua dibuat seolah-olah tidak
diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.
Papua seolah-olah, katakanlah, kurang
didukung infrastruktur dari Pusat.
Padahal kita sudah tidak melihat hal
seperti itu. Semua sama. Papua bagian
dari NKRI,” katanya di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

“Menurut saya sebaiknya
dipertimbangkan kembali karena
jangan isu Papua yang sudah sangat
sensitif, lantas kalau tidak ada filter
tentu akan mudah dipolitisasi,’ katanya.
(dioleh dari berbagai sumber: tempo.co/
okezone.com/merdeka.com/RMOL)



Soekarno membebaskan Papua

dari penjajahan Belanda pada
1 Mei 1963. Namun, baru 52 tahun
kemudian, presiden ke-7 RI Joko
Widodo menyuarakan kebijakan
reformis: pers bebas melakukan
kegiatan jurnalistik di daerah itu.

Dalam blusukan-nya di
Kampung Wapeko, Kecamatan
Kurik, Merauke, Papua (10/5/2015)
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mengatakan pers silahkan datang
dan meliput di Papua, sama seperti
meliput di provinsi lain di Indonesia.
Wartawan asing mulai hari ini
diberi kebebasan datang meliput ke
Papua.

Sehari sebelumnya (9/5), seusai
memberikan keputusan pemberian
grasi terhadap lima tahanan politik
di Lembaga Pemasyarakatan
Abepura, Jayapura, Jokowi
menyatakan keinginannya untuk
menciptakan Papua dan Papua
Barat sebagai wilayah yang damai,
adil dan sejahtera.

Keinginan tersebut sejalan
dengan sambutan Presiden
Jokowi pada Perayaan Natal
Nasional di Stadion Mandala
Jayapura (27/12/2014 malam)
yang mengemukakan agar semua
pihak mengakhiri konflik dan
menghentikan kekerasan di Papua.
Semua pihak agar bersatu untuk
membangun tanah Papua yang
damai serta memelihara saling rasa
percaya.
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Indonesia di bawah Presiden

Sabam Leo Batubara
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers

Apa beda Papua selama 52 tahun
tanpa kebebasan pers dengan Papua
mendatang, ketika wilayah itu akan
dibuka bebas untuk pers? Dengan
kebebasan pers, media nasional dan
asing akan mendapat kesempatan
memasok ketersediaan informasi
yang faktual, benar, dan berimbang.
Apakah kekerasan masih berlanjut?
Apakah kehadiran TNI dan Polri di
wilayah itu dalam rangka bergiat
merebut hati dan dukungan
rakyat Papua, ataukah masih juga
mengedepankan pendekatan
keamanan? Dari pasokan informasi
bersumber media dan berbagai
instansi pemerintah, Jokowi akan
dimungkinkan mewujudkan
keinginan dan kebijakannya secara
tepat.

Selama 52 tahun ini pers dalam
negeri dan asing tidak diberi
kebebasan untuk melaksanakan
fungsi kontrol sosial. Perstidak dapat
melaksanakan perannya untuk
melakukan pengawasan, kritik,
koreksi, dan saran terhadap hal-
hal yang menyimpang dari amanat
UUD 1945 bahwa rakyat Papua
juga memiliki hak konstitusional
untuk dilindungi, dicerdaskan
kehidupannya, dan dimajukan
kesejahteraannya.

Pemasok kebenaran tentang
apa yang terjadi di Papua selama
ini hanya bersumber dari ABRI/
TNI dan Polri. Hasilnya, kebijakan
Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur,
Megawati, dan SBY selalu sejalan

Opini

Kebebasan Pers dan Papua

dengan laporan aparat keamanan
bahwa keadaan di Papua kondusif,
aman, dan terkendali.

Paradoksnya, pihak-pihak yang
berani menyuarakan bahwa hak-
hak sipil rakyat Papua tertindas
dapat berhadapan dengan aparat
keamanan. Mereka rentan dituduh
mendukung kegiatan separatis dan
terancam dipidanapenjarakan.

Tantangan

Bagaimana aparat pelaksana
di lapangan—baik sipil maupun
aparat keamanan—menindaklanjuti
keinginan dan kebijakan presiden
itu?

Segera setelah Presiden Jokowi
mengatakan membebaskan
wartawan datang dan meliput ke
Papua, Sekretaris Kabinet Andi
Widjajanto menambahkan bahwa
pewarta asing tak perlu meminta
izin khusus dari Kementerian Luar
Negeri untuk meliput di Papua.

Besoknya di Makassar (11/5)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko
mengemukakan: “Petunjuk Presiden
sudah jelas bahwa wartawan asing
sudah boleh masuk ke Papua.
Aturan main dan teknisnya akan
disusun bersama Menko Polhukam.’

Sementara itu, Ketua Komisi
I DPR Mahfudz Siddik (12/5)
mengatakan pernyataan Presiden
Jokowi yang akan membuka akses
pers asing ke Papua bertentangan
dengan UU No. 32/2002 tentang
Penyiaran. Pasal 30 ayat (2) dan
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Kegiatan

(3) UU itu mempersyaratkan,
lembaga penyiaran asing yang
akan melaksanakan peliputan di
Indonesia harus mendapat izin.

Merujuk ke pernyataan tiga
pejabat itu, hendaknya aturan main
kunjungan jurnalistik asing ke
Papua yang mau disusun tersebut
sejalan dengan UU No0.40/1999
tentang Pers dan mengindahkan
standar profesional pekerjaan
jurnalistik.

Pertama, aturan main itu tidak
lagi mempersyaratkan adanya
petugas negara yang mendampingi
wartawan asing dalam melakukan
kegiatan jurnalistik di Papua.
Ketentuan seperti itu meniru
kebijakan tentara pendudukan
Jepang. Ketika itu berlaku aturan
main, dalam pekerjaan jurnalistik
olehpersIndonesiaharusdidampingi
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seorang sidooin. Kehadirannya
berfungsi sensor. Berdasarkan Pasal
4 Ayat (2) UU Pers, pengoperasian
pendamping tersebut melanggar
prinsip kebebasan pers.

Kedua, berdasarkan standar
keprofesionalan pekerjaan
jurnalistik, jika di Papua terjadi
peristiwa tertentu yang memiliki
nilai berita, maka unsur kecepatan
peliputan menjadi kebutuhan.
Oleh karena itu, izin kunjungan
jurnalistik wajar diterbitkan
secepatnya.

Ketika terjadi gempa bumi dan
tsunami Aceh pada Minggu pagi
(26/12/2004), malamnya ratusan
wartawan asing terhambat di
Bandar Udara Polonia Medan.
Atas pendekatan anggota Dewan
Pers, Wakil Presiden Jusuf Kalla
pada malam itu juga turun tangan.

Hasilnya, instansi imigrasi dan
aparat keamanan malam itu juga
menerbitkan izin bagi wartawan
masuk ke Banda Aceh. Dampaknya,
fakta dan kebenaran tentang
bencana itu terungkap menjadi
pengetahuan dunia dan bantuan
internasional mengalir.

Dari uraian di atas tersimpul
bahwa dengan ditegakkannya
kebebasan pers di Papua, Jokowi
tidak perlu lagi mengandalkan
blusukan langsung ke Papua sebagai
kiat untuk memperoleh informasi
yang faktual, benar, dan berimbang.
Bagi Jokowi, penegakan kebebasan
pers di Papua adalah strategi awal
menuju solusi Papua.

*tulisan ini pernah dimuat di
harian Kompas, Selasa, 26 Mei 2015.

&
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Tiap Tahun Dewan Pers Terima

DEWANPERS

500 Pengaduan

fotd

Sarasehan Dewan Pers dengan Komponen Pers

“Kebangkitan Nasional, Kehangkitan Spirit Pers
Sebagai Agen Perubahan Bangsa”

Solo, | “Mei 2015

Pl AD. “NAPWEY

k

ewan Pers setiap tahun
menerima lebih dari 500
pengaduan masyarakat dan

penanganannya diupayakan selesai
secara tuntas secepat mungkin.
Namun, persoalannya pengaduan
tersebut tidak seluruhnya murni
terkait masalah pers dan sebagian
terkait dengan masalah hukum.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan,
mengungkapkan hal itu kepada
wartawan, di sela Sarasehan Dewan
Pers dengan Komponen Media, di
Monumen Pers Nasional Solo, Selasa
(19/5/2015).

“Ini pertanda baik, karena
masyarakatsadarhak-haknyajangan
dirampas. Artinya, masyarakat
mengontrol pers,” ujarnya.

Menurut Bagir, tidak semua yang
masuk Dewan Pers dapat diproses
karena tidak terkait dengan pers.
Di antara pengaduan yang murni
masalah hukum dan tidak ada
kaitan dengan isi pemberitaan,
penanganannya diserahkan ke
lembaga hukum.

“Seperti kasus pemuatan
karikatur di Jakarta Post, Dewan Pers

&
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berusaha menyelesaikan secepatnya.
Kalau sampai saat ini Polisi tidak
menyatakan menghentikan kasus
itu, bukan berarti perkaranya terus.
Sebab yang bersangkutan sudah
minta maaf, jelas Ketua Dewan Pers.

Dalam sarasehan bertema
“Kebangkitan Nasional,
Kebangkitan Spirit Pers, Sebagai
Agen Perubahan Bangsa” itu, Bagir
Manan menegaskan, seluruh
aduan yang masuk ke Dewan Pers
ditindaklanjuti sesuai mekanisme
yang berlaku, yakni Dewan Pers
segera mengundang lembaga pers
dan pihak yang perlu diklarifikasi.
Jika lembaga pers yang dilaporkan
berada di luar daerah, Dewan Pers
yang datang ke lokasi yang diadukan.

“Jumlah pengaduan sebanyak
lebih 500 itu bisa berarti banyak
atau sedikit. Tetapi itu bagian dari
kesadaran masyarakat yang tak
ingin hak-haknya dirampas. Berarti
mereka berani melapor,” tambahnya.

Tiga katagori
Anggota Dewan Pers, Yoseph
Adi Prasetyo, di depan peserta

sarasehan mengatakan, saat ini ada
kecenderungan pembagian media
dalam tiga kategori, yaitu media
profesioal, partisan, dan abal-abal.
Kecenderungan itu terlihat pada
masa Pemilihan Presiden (Pilpres)
dan kini masih terasa dampaknya.

“Pada masa Pilpres, Jokowi
memang menjadi media darling.
Ketika sudah menjadi presiden,
media pun mulai mengkritisi
programnya. Banyak vyang
dijanjikanya pada masa kampanye
atau di awal pemerintahan, ternyata
luput dari kenyataan. Media pun
mulai mengangkatnya dengan
sudut pandang yang berbeda-beda,’
katanya.

Pria yang akrab disapa Stanley
itu berharap, janji Presiden Jokowi
untuk bersama-sama Dewan Pers
melakukan evaluasi media secara
berkala segera terealisasi. Hal
itu penting untuk melihat potret
keprihatinan bangsa lebih dalam
tidak sekedar melihat headline media
arus utama.

Sementaraitu Dosen Komunikasi
Politik UIN Jakarta, Dr. Gun Gun
Heryanto berpendapat, informasi
yang disajikan pers harus dipastikan
apakah sudah dikonfirmasi dan
diklarifikasi secara lengkap. Hal itu
terkait dengan maraknya media
sosial saat ini, informasi dengan
mudah diperoleh di dunia maya.

“Ini yang membedakan media
mainstream dengan media sosial.
Kami juga harus mengingatkan
praktisi televisi dan radio, bahwa
frekuensi yang digunakan itu milik
publik. Jadi, tidak bisa digunakan
seenaknya di luar kepentingan
publik,” ungkapya (sumber: pikiran
rakyat online)
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Pengaduan

Dewan Pers Keluarkan Dua PPR
untuk Jurnal Bogor

Jurnal Bogor

ewan Pers pada Mei
2015 mengeluarkan dua
Pernyataan Pernilaian dan

Rekomendasi (PPR) untuk Harian
Jurnal Bogor terkait pengaduan
Ketua Komisi C DPRD Bogor, Yus
Ruswandi, dan Wakil Walikota
Bogor, Usmar Hariman. Keduanya
mengadu melalui Kantor Hukum
Sugeng Teguh Santoso, S.H.

Yus Ruswandi melalui surat
tertanggal 23 Februari 2015
mengadukan berita Jurnal
Bogor berjudul “Yus Biong Angka
Hong” yang muncul pada edisi 16
Februari 2015. Sedangkan Usmar
Hariman mempersoalkan berita
Jurnal Bogor berjudul “Duh, Usmar
Terima Rp 2,5 M?” pada edisi 17
Februari 2015. Kedua berita tersebut
terkait kisruh pembelian tanah oleh

pemerintah Bogor.

Pengaduan Yus Ruswandi

Menindaklanjuti pengaduan
Yus Ruswandi, Dewan Pers telah
meminta klarifikasi dan keterangan
dari yang bersangkutan melalui
kuasa hukumnya pada 26 Maret
2015 dan 16 April 2015 di Jakarta.
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Jurnal Bogor yang turut diundang
tidak hadir.

Dewan Pers telah meminta
klarifikasi secara tertulis kepada
Jurnal Bogor. Jawaban dari Jurnal
Bogor melalui surat tertanggal 17
Maret 2015, diterima oleh Dewan
Pers pada 25 Maret 2015. Surat
tersebut ditandatangani oleh
Mochamad Ircham (Pemimpin

Redaksi), Freddy Kristianto
(Redaktur), dan Teddy Alif
(Wartawan).

PPRatasJurnal Bogor dikeluarkan
setelah Dewan Pers melakukan
penelitian dan pengkajian atas
berita yang diadukan, mencermati
keterangan dari pengadu, dan
penjelasan tertulis dari Jurnal Bogor.
Dewan Pers juga memperhatikan
duakali ketidakhadiran Jurnal Bogor
untuk menyelesaikan pengaduan
ini melalui musyawarah mufakat
dengan difasilitasi oleh Dewan Pers.

Dewan Pers menilai berita
berjudul “Yus Biong Tanah Angka
Hong” memuat penilaian negatif
terhadap pengadu, mengarahkan
pembaca untuk menyimpulkan
bahwa Yus merupakan biong tanah
tanpa disertai upaya verifikasi yang
sungguh-sungguh kepada Pengadu

dan tanpa sumber yang jelas.

Penggunaan kalimat “disebut-
sebut” (aline pertama) dan
“berdasarkan informasi yang
beredar” (aline ketiga)di dalam berita
Jurnal Bogor untuk mengarahkan
bahwa benar Pengadu adalah biong
tanah, menunjukkan lemahnya
sumber informasi yang dimiliki
Jurnal Bogor dan adanya opini
wartawan.

Di dalam berita Jurnal Bogor,
pernyataan atau klarifikasi dari
Pengadu dimuat dalam dua alinea.
Pemuatan tersebut belum memberi
rasa keadilan bagi Pengadu. Selain
itu, substansi dari pernyataan itu
belum cukup membantah tuduhan
bahwa Pengadu adalah biong tanah
sebagaimana disebut secara jelas di
judul berita.

Dewan Pers memutuskan Jurnal
Bogormelanggar Pasal1,2,dan 3Kode
Etik Jurnalistik, karena memuat
berita yang tidak berimbang,
tidak jelas sumbernya, dan tidak
menerapkan aasa praduga tak
bersalah. Jurnal Bogor memuat
berita yang menuduh Pengadu
sebagai biong tanah tanpa disertai
bukti dan sumber informasi yang
cukup serta tanpa klarifikasi yang
memadai kepada Pengadu.

Dewan Pers merekomendasikan
Jurnal Bogor untuk memuat
Hak Jawab dari Pengadu secara
proporsional (di halaman pertama)
disertai permintaan maaf kepada
Pengadu dan masyarakat. Dewan
Pers juga mengingatkan Jurnal
Bogor, sesuai Pasal 18 Avyat (2)
Undang-Undang No. 40 tahun 1999
tentang Pers, perusahaan pers wajib
melayani Hak Jawab agar tidak
terkena pidana denda paling banyak
Rp 500 juta.
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Meskipun menyertakan tanda
tanya (?) di akhir judul berita, tuduhan
negatif semacam itu tidak dapat
dibenarkan tanpa adanya sumber
atau data yang kuat dan dipercaya.

44

Pengaduan Usmar Hariman

Menindaklanjuti pengaduan
Usmar Hariman, Dewan Pers juga
melakukan penanganan sesuai
prosedur dan mekanisme yang
berlaku, seperti dalam kasus
pengaduan Yus Ruswandi.

Dewan Pers menilai berita Jurnal
Bogor berjudul “Duh Usmar Terima
Rp 2,5 M?” memuat tuduhan bahwa
Pengadu menerima “aliran dana”
Rp 2,5 miliar terkait pembebasan
lahan milik Angka Hong. Pemuatan
karikatur mirip Pengadu yang
sedang memikul uang, memperkuat
tuduhan tersebut. Meskipun
menyertakan tanda tanya (?) di
akhir judul berita, tuduhan negatif
semacam itu tidak dapat dibenarkan
tanpa adanya sumber atau data

yang kuat dan dipercaya.

Jurnal Bogor menggunakan
“sumber” yang tidak jelas untuk
memberitakan adanya dugaan
aliran dana Rp 3,5 miliar kepada
Pengadu. Sumber tersebut hanya
berdasar “kabar yang beredar” dan
“menurut informasi yang beredar”.

Jurnal Bogor juga memuat berita
tanpa menyertakan pernyataan
penjelasan dari Pengadu. Sudah ada
upaya untuk meminta klarifikasi
dari Pengadu, namun upavya
tersebut tidak dilakukan secara
sungguh-sungguh yang dapat
dinilai sebanding dengan tuduhan
adanya aliran dana Rp2,5 miliar
kepada Pengadu.

Sesuai yang tercantum di dalam
berita Jurnal Bogor, konfirmasi
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Pengaduan

yang dilakukan oleh wartawan
Jurnal Bogor melalui pesan singkat
blackberry messenger (BBM).
Sebenarnya telah ada pernyataan
bantahan atau klarifikasi dari
Sekretaris Daerah Kota Bogor.
Namun, hal itu tidak cukup
memadahi dan memberi rasa
keadilan bagi Pengadu.

Karena itu, Dewan Pers
memutuskan Jurnal Bogor
melanggar Pasal 1, 2, dan 3 Kode Etik
Jurnalistik, karena memuat berita
yang tidak berimbang, tidak jelas
sumbernya, tidak menerapkan asas
praduga tak bersalah, dan memuat
opini yang menghakimi. Teradu
memuat berita yang menuduh
Pengadu menerima aliran dana
Rp2,5 miliar tanpa disertai bukti dan
sumber informasi yang cukup serta
tanpa klarifikasi yang memadai
kepada Pengadu.

Dewan Pers merekomendasikan
kepada Jurnal Bogor untuk memuat
Hak Jawab dari Pengadu secara
proporsional (di halaman pertama)
disertai permintaan maaf kepada
Pengadu dan masyarakat.

Seperti halnya dalam kasus
Yus Ruswandi, Dewan Pers juga
mengingatkan Jurnal Bogor bahwa
sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-
Undang No. 40 tahun 1999 tentang
Pers, perusahaan pers wajib
melayani Hak Jawab agar tidak
terkena pidana denda paling banyak
Rp 500 juta’
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Galeri Foto

Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi (duduk mengenakan batik) = Dewan Pers menerima kedatangan delegasi dari Pemda

melakukan foto bersama delegasi dari Pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Wakil Gubernur NTB,

Agam saat berkunjung di Kantor Dewan Pers (28/5/2015). Muhammad Amin (12/5/2015). NTB siap menjadi tuan rumah
puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2016.

BLA,, BLA
BLA,, BLA

MANNN R LI A YT
Peserta Pelatihan Penyegaran Ahli Pers sedang melakukan
simulasi persidangan. Pelatihan ini digelar Dewan Pers di
j]éali}(papan (3-4/6/2015)
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